BUPATI PROBOLINGGO

FERATURAN DAERAH KABUPATE

NOMOR = 3 TaHUN Zoon
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA EERJA KELURAHAN

DI KABUPATEN PROBOL INGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa
BUFATI PROBOLINGGO,
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang—undang
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?7 tentang FPetuniuk Pelakzanaan dan FPenyesuaian
ristilahan Dalam FPenyelenggarasan Femerintah Desa

aka perlu menetapkan Susunan Organisasi
2. g

i Tata FKeria Kelurahan di Kabupaten Frobolinggo

Daerah.

Undang—undang Nomor' 12 Tahun 1950 tentang Fembentuk-

fa)

an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Fropinsi

dawa Timur ;3
Undang—undang Nomor 22 Tahun 1297 tentang

Femerintahan Daerah ;
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Feraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
FPedoman Organisasi Perangkat Dasrah i
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undangan dan Bentuk Rancangan Undang—undang,
Rancangan Feraturan Femerintah dan Rancangan




. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999

tentang Fetujuk Felaksanaan dan Fenvesuaian
Feristilahan dalam Fenvelengoaraan Pemerintahan Desa

dan Kelurahan.

Denoan persstuiuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO

FMEMUTUSEAN =
Menetapkan : FERATURAN DAERAH KABUFPATEN PROBOLINGGO TENTANE SUSUNA
ORGANISASI DAN TATA EERJA KELURAHAN DI EABUFATEN
{

5
PROBOL INGGO.
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EETENTUAN UMUM
F

Dalam peraturan dasrah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolingogo i

2. Femsrintah Dasrah, adalah Pemerintah Kabupaten Frobolinggo s

- Bupati, adalah Bupati FProbolinggo :

4. Camat, adalah Hepala Hecamatan i

3. Kecamatan, adalah Wilayah Keria Camat sebagai Perangkat Dasrah
Eabupaten i

&. Lurah, adalah Kepala Kelurahan sebagai Ferangkat Daerah Kabupaten
dibawah Kecamatan

7. Kelurahan. adalah MWilayah Keria Lurah sebagai Perangkat Daerah
Fabupaten dibawah Eecamatan @

BEAEB II
EEDUDUEAN, TUGAS FPOKOK DAN FUNBSIT

Fasal 2
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[
St

Eslurahan merupakan Ferangkat Kecamatan 3

I

Kelurahan dipimpin olsh Kepala Kelurahan bertanggungiawab kepada

Camat :z

1
st

kelurahan membawahi Gekretariat, Seksi dan Urusan.

Fasal
Lurah mempunvai tugas melaksanakan kewenangan vang dilimpahkan olsh
f ¥ E g

Camat.

Fazal 4
Untuk menvyelenggarakan tugss sebagaimana dimaksud dalam Fasal =
; 949 g E]

Lurah mempunyai fungsi :

8. pendorong partisipasi masyarakat :




Felaksanaan tugas sSebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 akan ditetapkan

1
ishih lanjut dengan Keputusan -Bupati.

) Fasal &
Tugas pokok dan fungsi para pejabat dibawah Kepala Kelurahan akan
a] Eig

wipati.

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan

Fasal 7
Eagan Susunan Oroanisasi dan Tata Kerja Eelurahan sshagaimana
3 g g

KETENTUAN FEMUTUR
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka FPeraturan Dasrah
ingkat II Frobeolinggo Nomor 15 Tahun 1974 tentang
merintah Kelurahan Kabupaten

dicabut dan tidak berlaku

Hal-hal vang belum distur dalam peraturan dasrah ini sepaniang
mengenai teknis pelaksanaannya akan distur lebih laniot oleh Bupati.




Diundangkan  dalam fembaran Daerah Kabupaten Proboiinggo
Tanggal ...............2000 Nomor:..cd<d . . Seri: (@,

A_N. BUPATT PROBOI.INGGO
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MUHADI SUYONQ. SH

Pembina Utama Muda
NTP. 510 040 418
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PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGOD
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KARUPATEN PROBOLINGGO

PENJELASAN UMUM

Hahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran
penvelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi  daerah vyang luas,
nyata dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penataan
terhadap Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten
Frobolinggo sesuai  dengan Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Momor 84

Tahun Z000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : cukup jelas.
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR H 32 TAHUN 2000

TANGGAL : 9 nopsmeep. 2000

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

= Garis Komando

KEPALA
SEKRETARIAT
I
[ 1
URUSAN URUSAN
KEUANGAN UMUM
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN KETENTRAMAN DAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN RAKYAT KETERTIBAN
Keterangan : BUP/ PROBOLINGGO

MURHADI




* Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN FPROBOLINGGO
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SAL INAN

PERATLRAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 32 TAHUN 2000 |
TENTANG
SUSUNAN DORBANISASI DAN TATA KERJA KELURQHQN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGEO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang—undang
Momar 22 Tahun 1999 Tentang Femsrintahanénaerah Juncto
Fasal 2 ¥eputusan Menteri Dalam Negeri%ﬁnmnr &% Tahun
1999 tentang Feitunjuk FPelaksanaan dan ; Penyesuaian
Feristilahan Dalam Penyelenggaraan ﬁemerintah Desa
dan Kelurahanm, maké perlu menstapkan Suéunan Organisasi
dan Tata Eeria Kelurahan di Kabupaﬁen Preobolinggo

dengan Peraturan Daerah.

i. Undarg-undang Nomor 12 Tahun 1730 tentang Pembantuk-
an Dasrah—dasrah Eabupaten dalam Linékungan Propinsi

Jawa Timur 3

F+

4 Qndaﬁgvundang Nomor 22 Tahun 19979 tentang
Feserintahan Daerah

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 teﬁtang Perimbang-

i

an Keuangan antara Femerintah Fusat dan Daerah 3
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 199% tentang Ferubahan
atas Undang-undang Nomor B Tahun 197@ tentang Pokok—

pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan Pemerintah Momor 84 Tabnh 2000 tentang

- Pedoman Organisasi Perangkat Dasirah 3

6. Keputusan Fresiden Republik Indnﬂesig Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Peratﬁr@d Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan | Undang—undgﬁg,
Rancangan Peraturan Femerintah | dan Raﬂzaﬁgén

Keputusan FPresiden j
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Fetujuk Pelaksanzan dan Fenyaesuaian
stilahan dalam Peryvelenggaraar Pemerimtahan Desa

dan kKelurshas.

)

Yots

e

. " Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOL INGBO

MEMUTUSKAN : s ]

Menetapkan : PERATUR'! DAERAH KABUPATEN PROBOLINGBIT TENTANG SUSUNAN
DRGANISASI . DAN- TATA KERJA KELURAHAN DI KABUPATEN

""" PROBOL INGGO.

BAEB 1
KETENTUAN LIMUM
Pazal 1

Dalam peraturan daerah ini vang dimaksud dengan @

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ; _

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Prnhﬂiinggn -

3. Bupati, adalah Bupati Frobolinggo

4. Camat, adalah Kepala Kecamatan j;

5. Kecamatan, adalah Nilayah Kerja Camat sebagai Peréngkat Dasrah
Kabupaten ;3 .

&. Lurah, adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
dibawah Kecamatan ;

7. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagal Perangkat Daerah

Kabupaten dibawah Fecamatan 3

 BABR II |
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST
FPasal 2

{1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan j§
{2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan bertanggungiawab kepada
Camat 3

{F) Kelurahan membawahi Sekretariat, Seksi dan Urusan.

Pasal 3
lLurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpabkan oleh

Camat.

Fasal 4 ‘
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal B
Lurah mempunyai fungsi :

a. pendorong partisipasi masyarakat ;
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L. pengkaordinir péﬁyeieﬁgga%&ah pelayanan kepada masyarakat di
tingkat kelurahan 3 di s !
c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban 3gasyarakat di

wilayahRya.

Pasal 5
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 akan ditetapkan
lgbih lanjut dengan Keputusan Bupati. |

Pasal é
Tugas poekek dan fumgsi para pejabat dibawah Kepala Kelurahan akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7 ‘
Bagan Susunan Brganisasi dan Taia Kerja Kelurahan sebagaimana
tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini. :

BEaAB III
KETENTUAN PERAL IHAN
Pasal 8 ‘
Janatan~jabatan dibawah Sekretariat Keluraban melaksénakan tugasnya

sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

BAR IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pengan berlakunya peraturan dagrah ini, maka Pe?aturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Probolinggo Nomor 15 Talwn 1994. tentang
Pembentukan Prganisasi dan Tata Keria Pemarintah Kelufahaﬂ Kabupaten
paerah Tingkat 11 Probalinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Pasal 10 |
Hal—hal yang belum diatur dalam peraturan dagrah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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PENMJELASAN
A4TAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN PRGBELINGSd
NOMOR 32  TAHUN 2000 ‘
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
DI KABUPATEN PROROLINGGO

FPENJELASAN UMUM |

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkaﬁ; kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdgya guna dan
berhasil guna sesuail dengan prinsip otonomi . dasrah yang luas,
nyata dan bertanggung Jawab, maka perlu mElakuﬁan penataan
terhadap Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan Kelurahan Kabupaten
Frobolinggo sesuai dengan Undang — undang Nomor 72 Tahun 1999
tentang FPemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerlntah Nomor 84

Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Ferangkat Daerah.

PEMJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 sampai dengan Pasal 11 s cukup ielas.
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LAMPIRAN PERATJJ!!{AN ]UM _

NOMOR : 32 TAHUN 2000
TANGGAL : 9 Nopember 2000

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

DI KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA | —ime e e DR
SEKRETARIAT
E
[ 1
URUSAN URUSAN
KEUANGAN UMUM
SEKSE SEKSI SEKSI SEKSI
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN KETENTRAMAN DAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN RAKYAT KETERTIBAN

Keterangan : BUPATI PROBOLINGGO

= Garis Komando td

MURHADI



